
 

 

APBK – ANGGARAN - BELANJA  

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  NOMOR  6  TAHUN 2013  

2013  

QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA   

--  AABBSSTTRRAAKK::   -                   Bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan    

asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan 

pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis 

belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun 

Anggaran 2013.  

--  DASAR HUKUM: -            Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, (Lembaran Negara   

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik   Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4351); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 



 

 

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 atas 

perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5104); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah 

Nomor 79 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 



 

 

Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 53 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

37 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 508) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1464);Peraturan 

Gubernur Nomor 103 Tahun 2013.  

  

 STATUS: -  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  

-  Diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2013.   


